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BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Tinjauan Tentang Hukum Adat  
1.1 Pengertian hukum adat   
Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah 
hukum adat sangat jarang kita jumpai,dimasyarakat umum biasanya kita jumpai 
hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam 
masyarakat tertentu, 
Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” 
Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering 
terjadi  sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata 
‘’Huk‟m yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan 
adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus 
dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.  
Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah 
“adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum 
kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum 
Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar 
perundangan.  
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Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian 
Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang 
Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam 
bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie” 
Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir 
tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan 
Belanda.4 Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat 
masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat  luas. 
Hukum Adat adalah Hukum N5on Statuir yang berarti Hukum Adat pada 
umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang 
ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan 
perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-
peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak 
boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian 
dihukum. 
Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia 
menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya 
sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti 
hidup itu sendiri.6 
                                                          
4 Bushar Muhammad.Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar). (Jakarta; Pradnya 
Paramitha,1981) hlm.61 
5 Ibid. hlm.60 
6Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993) hlm 3  
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Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, 
antara lain sebagai berikut: 
1. Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat 
memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang 
perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak 
yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada 
dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).7 Abdulrahman , SH 
menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk 
mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut 
bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.8 
2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synomim 
dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law), 
hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara 
(Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai 
peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di 
kota maupun di desa-desa9 
3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang 
kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan 
                                                          
7 Van Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14, lihat 
juga Abdulrahman ,SH : Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana 
Press, 1984,  
8 Abdulrahman , SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, Cendana 
Press, 1984, hal 18 
9Soepomo, Kedududkan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rayat, Jakarta 
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mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, 
komplek ini disebut Hukum Adat10 
4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-
peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang 
Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat 
dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum 
oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan 
itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan 
upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)11 
5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum 
kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat 
dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteran masyarakat dan 
bersifat kekeluargaan12 
6. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma 
yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang 
serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari 
dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat 
hukum (sanksi). 13 
                                                          
10 Op cit Abdulrahman, hal 18. 
11 Ibid hal 19 
12  Ibid, hal 19 
13 Ibid, hal 19. 
17 
 
7. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat 
diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk 
perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung 
unsur agama. 14 
8. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari 
apa yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das 
sein. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang 
merupakan genusnya15 
Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam 
masyarakat, maka Prof. Van Vallenhoven merumuskan: Jikalau dari atas 
(penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum 
itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka.16 Sebaliknya seandainya 
telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, 
di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim-
pun akan sia-sia belaka Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan 
secara dinamik, dan selaras antara atas – yang memutuskan – dan bawah yang 
menggunakan - agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya. 
Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena 
ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, 
maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) 
                                                          
14 Ibid, hal 19. 
15 Sudjito Sastrodiharjo, Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan 
ModernisasiHukum, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia,1998, 107. 
16 Op cit, hal 24 
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yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang 
tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat,  
yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari 
Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak 
mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, 
kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.17 
4. Azas azas Hukum Adat 
Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, 
yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu: 
1. Azas Gotong royong; 
2. Azas fungsi sosial hak miliknya; 
3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum; 
4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan 
5. Sifat Corak Hukum Adat. 
1.2  Sifat Hukum Adat. 
Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa 
Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme –realisme artinya mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga 
                                                          
17 Ibid hal 22. 
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hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri 
daripada hukum adat sebagai 3 C adalah: 
1. Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih 
penting daripada individu); 
2. Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah 
bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya 
perbuatan hukum. 
3. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah 
bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan 
hukumnya.  
Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan 
plastis 
1. Statis, hukum adat selalu ada dalam amsyarakat, 
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, 
yang 
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan 
kemauan masyarakat. 
Sunaryati Hartono, menyatakan18: Dengan perspektif perbandingan, maka 
ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris 
                                                          
18 Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum 
Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII,1998, 
170 
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atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati 
Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas 
Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih 
bersifat pra industri di luar Indonesia. 
1.3 Corak Hukum Adat 
Soepomo19 mengatakan: Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum 
adat yang merupakan perwujudkan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang 
tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: 
1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , menusia menurut hukum 
adat , merupakan makluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa 
kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat; 
2. Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan 
pandangan hidup alam Indonesia; 
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat 
sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-
hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan 
hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup. 
                                                          
19 Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita, Jakarta,cet 
15 1997 hal 140,141 
21 
 
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum 
dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang 
dapat dilihat (atau tanda yang tampak). 
Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat 20 
1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. 
Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai 
kemungkinan arti kiasan dimaksud; 
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. 
Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud 
kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh; 
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya 
dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat 
dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, 
kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama; 
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum 
adat untuk melaksanakan hukum adat. 
Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah: 
                                                          
20 Dr. Khundzalifah Dimyati, SH, M.Hum: Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan 
Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004 – 22. 
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1. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh 
masyarakat bersangkutan. 
2. Keagamaan (Magis-religeius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah 
hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yanag gaib dan atau 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
3. Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan 
bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. 
Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu 
kadang yang yen mati melu kelangan (Jw). 
4. Kongkrit/ Visual;artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, 
tanpak, terbuka, terang dan tunai. Ijab – kabul, , jual beli serah terima 
bersamaan (samenval van momentum) 
5. Terbuka dan Sederhana; 
6. Dapat berubah dan Menyesuaikan; 
7. Tidak dikodifikasi; 
8. Musyawarah dan Mufakat; 
Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan 
masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak 
masyaraktnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih 
mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki 
kehidupan dan aktifitas yang disebut modern. 
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1.4  Pembidangan Hukum Adat 
Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, 
yang berusaha untuk mengidentifikasikan kekhususan hukum adat, apabila 
dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat 
diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut 
merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh 
penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat, 
adalah sebagai berikut : 
1.       Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat 
2.       Tentang Pribadi 
3.       Pemerintahan dan peradilan 
4.       Hukum Keluarga 
5.       Hukum Perkawinan 
6.       Hukum Waris 
7.       Hukum Tanah 
8.       Hukum Hutang piutang 
9.       Hukum delik 
10.   Sistem sanksi. 
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Soepomo Menyajikan pembidangnya sebagai berikut : 
1.       Hukum keluarga 
2.       Hukum perkawinan 
3.       Hukum waris 
4.       Hukum tanah 
5.       Hukum hutang piutang 
6.       Hukum pelanggaran 
Ter Harr didalam bukunya “ Beginselen en stelsel van het Adat-recht”, 
mengemukakan pembidangnya sebagai berikut : 
1.       Tata Masyarakat 
2.       Hak-hak atas tanah 
3.       Transaksi-transaksi tanah 
4.       Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut 
5.       Hukum Hutang piutang 
6.       Lembaga/ Yayasan 
7.       Hukum pribadi 
8.       Hukum Keluarga 
9.       Hukum perkawinan. 
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10.   Hukum Delik 
11.   Pengaruh lampau waktu 
Pembidangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana 
tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. 
Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembidangan, sebagai berikut : 
1.       Tata susunan rakyat Indonesia 
2.       Hukum perseorangan 
3.       Hukum kekeluargaan 
4.       Hukum perkawinan 
5.       Hukum harta perkawinan 
6.       Hukum (adat) waris 
7.       Hukum tanah 
8.       Hukum hutang piutang 
9.       Hukum (adat) delik 
Tidak jauh berbeda dengan pembidangan tersebut di atas, adalah dari Iman 
Sudiyat didalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat, Sketsa Asa” (1978), yang 
mengajukan pembidangan, sebagai berikut : 
1.       Hukum Tanah 
2.       Transaksi tanah 
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3.       Transaksi yang bersangkutan dengan tanah 
4.       Hukum perutangan 
5.       Status badan pribadi 
6.       Hukum kekerabatan 
7.       Hukum perkawinan 
8.       Hukum waris 
9.       Hukum delik adat. 
1.5 Pembagian Lingkungan Hukum adat 
Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 
lingkungan hukum adat (rechtsringen). Satu daerah yang garis-garis besar, corak 
dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai rechtskring. Setiap 
lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut 
Kukuban Hukum (Rechtsgouw). Lingkungan hukum adat tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu) 
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak 
2.1 Tanah Gayo (Gayo lueus) 
2.2 Tanah Alas 
2.3 Tanah Batak (Tapanuli) 
2.3.1 Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak 
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Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun 
Julu) 
2.3.2 Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, 
Mandailing (Sayurmatinggi) 
2.3.3 Nias (Nias Selatan) 
3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota,   
                 tanah Kampar, Kerinci) 
4. Mentawai (Orang Pagai) 
5. Sumatera Selatan 
  5.1 Bengkulu (Renjang) 
  5.2 Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan,     
     Tulang Bawang) 
   5.3 Palembang (Anak lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah,    
Semendo) 
5.4 Jambi (Batin dan Penghulu) 
5.5 Enggano 
 6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang    
     Banjar) 
7. Bangka dan Belitung 
8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, 
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Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo 
Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayat Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak 
Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan) 
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo) 
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, 
Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai) 
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, 
Makasar, Selayar, Muna) 
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula) 
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram,   
      Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar) 
14. Irian (Papua) 
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba   
     Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima 
16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem,    
     Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa) 
17. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo,   
      Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura) 
18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta) 
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19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)21 
 
2.6 HUKUM PIDANA ADAT  
Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa 
Belanda dikenal sebagai ongeschreven strafrecht.22Menurut Soerojo Wignjodipuro 
diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang 
eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial. 23Soepomo kemudian 
menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran 
hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan 
hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat 
dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). 24 
Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya 
terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya 
tidak dikenal. 
 
Disamping itu Ter Haar juga berpendapat bahwa yang di maksud pidana 
adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan 
                                                          
21 H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. Hukum Adat. Hal. 76-78. (disadur dari 
Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven) 
22 E.Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7. 
23 Soerojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asasasas Hukum Adat. Jakarta. Gunung Agung.1982. 
Hlm. 18. Pada umumnya hukum lokal biasanya terdesak oleh hukum kolonial, seperti halnya 
Indonesia, keberadaan hukum adat Afrika juga terdesak oleh hukum Eropa melalui kolonialisasi. 
Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Friedman.The Horizontal Society. London.Yale University 
Press. 1999. Pag.128. 
24 Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982.Hlm.110. 
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tegas atau secara diam-dima dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu 
keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma 
berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa 
dan perbuatan yang hrus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu 
telah mengganggu keseimbangan masyarakat.25Berbeda dengan hukum pidana 
positif yang beraku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum 
karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan 
itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini 
disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang 
berbunyi, 
 “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatann aturan 
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.26 
Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang 
terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan 
mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana 
hukum posotif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain 
ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal 
kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun 
beberapa masayrakat adat di Indonesia sudah mengenal kodofikasi hukum adat. 
Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur 
                                                          
25 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. ,2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, 
Bandung, hlm.221 
26 Prof. Moeljatno,S.H., 2011, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta 
hlm.3 
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Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya. 
Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu 
masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatanakan 
melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang 
dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata 
tidak ada perbedaan struktur.4 Artinya, anatar “hukum pidana” dan “hukum 
perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalm hukum positif, 
dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam 
wilayah pidana atau perdata, selama “mengganggu keseimbangan” masyarakat, 
maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana. Sementara Van 
Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang hidup 
(living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari segi 
generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut 
dipandangn dapat menimbulkan kegoncangan dalm masyarakat karena dianggap 
mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar 
diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sansksi adat oleh masyarakat dengan 
musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat. Didik Mulyadi memberi 
kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan 
keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masayrakat, sehingga menilbulkan 
adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. 
Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi 
rraksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk 
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meniadakan atau menetralisir suaty keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat. 
Secara sederhana, 
 Sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut :  
1.5 Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat, 
1.6 Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),  
1.7 Ada sanski terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan       
koreksi)  
1.8 Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih, 
Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang 
menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang di 
tetapkan dalam nilai dan norma. 
2.7  Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat 
Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat Dasar berlakunya hukum pidana 
adat di Indonesi ,27 yaitu :  
a. Undang-undang Dasar 1945 Dasar perundangn-undangan 
(wettelijke grondslag) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku 
kembali melalui Dektrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari 
Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945,dinyatakan dengan 
tegas sebagai berikut: “Segala badan negara dan peraturan yang ada 
                                                          
27 Tolib setiady, S.H.,M.H.. 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, 
Alfabeta, Bandung , hlm.151 
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masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut UUD ini.” 
b. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Sebelum lahirnya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , di negara kita berlaku UUDS 1950, 
dimana dindalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan :  
“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-
allsannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan 
undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan 
dasar hukuman itu.” 
c. I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama) 
 Indische Staatsregeling (I.S) merupakan singkatan dari Undang-
undang yang selengkapnya berbunyi WET O[ DE STAATS 
INRICHTING VAN NEDERLANDS INIDE (Stb/ 1952 No.145 
jo 577) yang baerlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. 
 Regering Reglement (R.R) adalah singkatan dari Undang-
undang yang selengkapnya berbunyi REGLEMENT OP HET 
BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE (Stb. 
Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1)  
Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub.b , yaitu, bagi 
golongan hukum (rechstgroep) Indonesia asli dan golongan timur 
asing berlaku hukum adat mereka, akan tetapi apabila kepentingan 
sosial mereka membutuhkannya maka pembuat ordonansi 
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(peraturan hukum yang di buat legislative pusat) (Gubernur Jenderal 
bersama-sama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi mereka:  
 Hukum Eropa 
 Hukum Eropa yang telah diubah (Gewijzigd Eropees Recht)  
 Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama 
(Gemeenschappelijk recht)  
 Hukum baru (Nieuw Recht), yaitu “Hukum yang berupa 
synthese antara Hukum Adat dan Hukum Eropa (Fantasie 
Recht- Van Vollenhoven) (Ambtenaren RechtIDSINGA).  
d. Indische Staats Regeling (Pasal 134) Menurut ketentuan ini : 
“Dalam hal timbul perkara hukum perdata anatara orang-orang 
muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka 
penyelesain perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama 
kecuali jika ordonansi menetapkan lain.”  
e. Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9) Mengatur tentang 
“Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan 
susunan, kekuasaaan dan acara pengadilan sipil”. Pasal 1 ayat (2), 
menyatakan : Bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan 
ditentukan oleh Menteri Kehakiman , dihapuskan : 
1. Segala pengadilan swapradja (Zelfbestuur Rechtspraak) dalam Negara 
Sumatera Timur sahulu , Keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dan 
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Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika 
peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian 
tersendiri dari Pengadilan Swapradja. 
2. Segala pengadilan adat (Inheemse rechtspraak in rechts treeks bestuurd 
gebied) kecuali peradilan agama, jika bagian tersendiri dari Peradilan 
Adat.  
f. Undang-undang No.19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970  
1) Pasal 23 Ayat (1) “Segala putusan pengadilan selain haru memuat 
alsanalasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-
pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau 
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” 
2) Pasal 27 Ayat (1) “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masayrakat.” 
 
2.1.1 Tinjauan Pembaruan Hukum Pidana  
KUHP yang  sekarang  diberlakukan di Indonesia  adalah KUHP yang  
bersumber dari  hukum kolonial Belanda  (Wetboek  van  Strafrecht) yang pada  
prakteknya sudah  tidak  sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP 
yang merupakan  warisan  KUHP Kerajaan Belanda  diberlakukan  di Indonesia  dengan 
beberapa  penyesuaian  bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa  teks  resmi KUHP 
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hingga  saat ini  masih dalam  bahasa  Belanda.128 Pasca  kemerdekaan, baik pada 
masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap 
berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap 
pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.
1
 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 
kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang  berakar  dari nilai-
nilai  yang  ada  dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam 
konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan 
bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, 
dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara 
tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan  upaya  
pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  
dan Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan 
hukum pidana (penal reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB 
tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. 
Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di 
berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang 
pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan 
zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak 
berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi 
                                                          
28 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 
 Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28 
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masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.229 Penjelasan 
Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undangundang Hukum 
Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah 
kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam 
rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan 
terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai 
dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang 
berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam 
konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang 
dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh 
berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 
513 di antaranya adalah pasal 
mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah 
rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal 
tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan 
yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. Konsep 
pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari 
waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai 
dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi 
dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi (1997) menyatakan 
                                                          
29 arda Nawawi Arief,Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana 
, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), Hlm. 103. 
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bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah 
titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan 
tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau 
tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang 
dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, 
tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. 30 Pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) 
Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan 
sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada 
hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara 
fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan 
kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada 
keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem 
pemidanaan, maka dirumuskan 
 
tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi 
pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar 
rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. 431 Ketentuan 
mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat 
ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai 
                                                          
30 Barda. Nawawi Arief,1996 : 27 
31 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 
Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.23-24 
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pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan 
dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak 
pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP 
yang berlaku saat ini. RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track 
system) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana 
(criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (treatment). Selain 
itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan 
adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari 
pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam 
KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, 
ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini 
menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang pidana adat 
 
